SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

FERATURAN BUPATI PRINGSEWL
NOMOR 30TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PRINGSEWU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat
(1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor | Tahun 2015
tentang Pednman kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Pasal
22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tauhun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu
meneiapkan Kewenangan Pekon di Kahupaten
Pringsew;

b. tbahwa herdasarkan pertimhangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kewenangan Pekon di
Kabupaten Pringsewu;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Ksbupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik ndonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932};

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, tambghan Lembaran Nepara Republik
Indoncsia Nomor S479);

3., Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 ‘Tahun 2015
{Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5679),




Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraluran Pelaksana Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peralurun
Pernerintah Nomor 47 Tghun 2015 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomot 5717},

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Bclanja Negara {Lembaran Negara
Republik  Tndonesia Tahun 2014 Nomor 168,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah dinbah dengan
Peraturan Pemerintah Noummwr 22 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Kewenanpgan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PEKON DI
KABUPATEN PRINGSEWLU.

BRARIT
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daecrnh adalah Kabupaten Pringsewu.




5.?‘[

10.

1l.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagal Unsur Penyelenggaraan Pemeriniahan
Dacrah.

Bupati adalah Bupati Pringsewu.

Kecamatan adalah wilayah kerja camal schagai
perangkat daerah Kabupaten Pringsew.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementenan
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
nnmk melindung, melayani, memberdayakan, den
menyejahterakan masyarakat.

Urusan pemerintahan konkuren adalah  Urusan
Pemerintahan yvang dibagi antara Pemerintah Pusat,
Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kata.

Urusan Pemerintahan Umuwm adalah  wrusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai Kepala Pemerintahan.

Camat adalah  pemimpin dan  koordinator
penyclenggaraan  pemerintaban di wilayah  kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, dan menyclenggarakan tagas umum
pemerintahan.

Pekon merapaken acbutan lain dari desa i
Kabupaten Pringsewu adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan  mengurus
kepenlingan masyarakat sctempat, berdasarkan
pralkarea masyarakat, hak aszal ural dan/atau adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistemm  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
[ndonesia.

Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan uruasan
pumncrintahan oleh Pemcrintah Pckon dan Badan
Hippun Permekonan dalam mengatur seria mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal
usul dan adat istadat setempat yang diskui dan
dihormati dalam sistemm Peroerintalsuar Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemenintah Pekon adalah Kepala Pekon dan

Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan pekon.




12.

13.

14.

15.

16.

17,

Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dumiliki
Pekun meliputi kewenangan berdasarkkan hak asal-
usul, kewenangan lokal berskala Nesa, kewenangan
yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
serta kewenangsn lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut
BHP merupakan secbutan lain dari Badan
Permusyaweratan Desa  adalash  lembaga  yang
menapalkan perwujudan demokrasi dalam
penvelenggaraan pemcrintahan pekon sebagai umnsur
periyelenggara pemerintahan pekon.

Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara
Badan Hippun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan
unsur masyarakat yang disclenggarakan oleh Badan
Hippun Pemekonan untuk menyepakad hal yang
bersifat strategis.

Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun
Pemckonan.

Penugasan adzlah pemberian tugas dari Pemerintal
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten fKota kepada Desa dalam melaksanakan
sebagian  pelaksanaan  urusan  pemerintahan
konkuren, pemerintahan wnum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang
selanjutnya  disebut APBPelkon adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.

BARB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupat ini adalah Kewenangan
Pckon.

BAB 111
KEWENANGAN PEKON

Ragan Kesam
Penataan Kewenangan

Pasal 3

(1} Kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dilaksanakan melalui penataan kewenangan
pekon.




{2) Penataan kewenangan pckon scbagaimana dimaksud
pads ayat (1), melipati:
a. jenis dan perincian kewenangan Pekon; dag
b. knteria kewenangan Pekon.

Ragian Kedua
Jenis dan Perincian Kewenangan Pekon

Paragral Kesatu
Jenis Kewenangan Pekon

Pasal 4

Jenis kewenangan Pekon sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat {2) buruf a, meliputi:

2. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala I'ckon;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pernerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah

Kabupaten; dan

d. kewenangan lain yang ditugarkan aleh Pemerintah,
Pemerintah Dacrah Provinsi atau Pemerintah Daerah
Kabupaten sesual dengan Lketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragral Kedua
Perincian Kewenangan Pekon

Pasal 5

Kewenangen Pekon berdasarkan hak asal usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruaf a, mehiputi :

a. sistem organisasi perangkat Pekon;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat Pekon;

c. pengelolaan tanah kas Pekon, yang dikelola oleh

perangkat Pekon aktif untuk mendanai pembangunan
infrastruktur atau keperluan Pekon;

d. pengelolasn tanah bengkok, yang dikelola oleh
perangkat Pelkon

e. pengelolaan hutan Pekon atau hutan hak milik Pekon,
yang di kelola oleh perangkat Pekon meupun
masyarakat setempat yang hasilnya untuk mendanm
pembangunan infrastruktur atau keperiuan Pekon,

f. pengembangsan peran masvarakat Pekon.




Pasal 6

Daftar kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam

Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana dimaksud
dalarm Pasal 4 huruaf b, mcliputi:

a. kewenangan yang mengitamakan keglatan pelayanan
dan pemberdayaan masyarakat;

b. kewenangan yang mempunyai ingkup pengaturan dan
kegiatan hanya didalarm wilayah dan masyarakat

Pekon yvang mempunyai dampak internal Pekon;
c. kewenangan yang berkaitan dengan lkehutuhan dan
kepentingan sehari-hari masyarakat Pekon;

d. kegiatan yvang telah dijalankan oleh Pekon atas dasar
prakarsa Pekot.

Pasal &

Dafter kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahlcan dari

Pasal 9

(1) Kewenangan vang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemnerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah
Kabupaten scbagaimana dmeaksud dalam Pasal 4
huruf ¢ merupakan urusan Pemerintahan Konlmaren,

yang meliputi:
a. urusan konkuren wajib:
1. pelayanan dasar;
2. non pelayamnan dassr.
b. urusan konkuren pilihan,
1. perikanan;
pariwisata;
pertanian;
kehutanan;
energi dan sumber daya mineral;
perdagangarn;
perindustrian;den

transmigresi.
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(2l Urusan pemerintehan konkuren yang menjadi
kewenangan pemerintah dapat ditugaskan scbagian
pelakzanasnnya kepada Pelcon.

(3) Urusan pemenntahan konkuren vang ditugaskan
kepada Pekon scbegaimana dimakswd pada ayat (2)
ditetapkan  dengan Peraturan Menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
tertentu setelah berkoordinasi dengan Menteri.

FPasal 10

(1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan pemerintah yang scbagian pelaksanaan
urusannya aokan ditugaskan kepads Pekon, Menteri
membentuk kelompok keria.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Kcputusan Menten,

Pasal 11

{1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjach
kKewenangan Pemerintah Daerash Provinsi dapat
ditugaskan sebagian peleksanaan urusannya kepada
Pekon.

(2] Penugasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada
Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.

Fasal 12

(1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang sehagian
pelaksanaan wurusannya akan ditugaskan kepada
Pekon, Gubernur membentuk kelompok kerja.

(2} Kelompok kerja sebagaimana dimalksud pada ayat (1}
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

(1} Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat

ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannys kepeida
Pelron.

(2) Penugasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada
Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.



Pasal 14

(1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan pemerintah kabupaten yang sebagian
pelaksanasn urusannyaz akan ditugaskan kepada
Pekon, Bupatt membentuk kelompolk kerja.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) kewenangan lain yang ditugaskae oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provingi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf d merupakan urusan Pemerintahan Umum dan
Tugas PFambantuarn.

(2) Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan
yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah
Darrah Provinsi, Pemerintah Dacrah Kabuapaten dapat
dituigaskan sebagian pelaksansan urusannys kepadsa
Pekon.

(3) Tata cara pelaksanaan penugasan, pembentmukan
kelompok kerja dan pendsnaan untuk melaksanakan
schagian pelaksanaan urusan pemerintahan konluren
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan
Pasal 14 yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Dacrah Pravinai, Pemerintah Daczrah Kabupaten kepada
Pelton berlaku mutatis mutandis bagi wurusan
pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang
sebagian pelaksanaannya ditugaskan olch Pemerintah,
Pemerintalh Dacrah Provinsi, Peomernntah Dacrah
Kabupaten kepada Peleon.

Bagian Ketiga
Kriteria Kewenangan Desa
Pasal 16

Kriteria kewenangan Pekon herdassrkan hak asal-usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara
lain:

g&. merupakan warisan sepanjang masih hidup;

b. sesuad perkembangan masyarakat;

c. sesuail prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

Kriteria kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain:



. sesual kepentingan masyarakat Pekon;
. telah dijalankan oleh Pekon;
mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon;

. muncul karena perkembangan FPekon dan prakarsa
masyarakat Pekon; dan

¢. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke
Peken.
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Pasal 18

Kriteria kewenangsn yang ditugaskan oleh Pemeriniah,
Pemerintah Dasrah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huraf
¢ antara lain;

a. sesuai  kebutuhan dan kemampuan sumber daya
manusia di Pekon;

b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan

alkuntabilitas;

. pelayanan publik bagi masyarakat;

d. meningkatkan daya guna dan  hasil guna
penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;

e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan

f meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

3]

Pasal 19

Krteria kewcnangan lain yang ditugaskan oleh
Pemernintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atan
Femerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimakeud
dalam Pasal 4 huruf d, antara lain;

urusan pemerintahan urnum dan tugas pembantuan;
sesual dengan prinsip cfisicnisi;

mempercepat penyelenggaraan pemeriniahan; dan
kepentingan nasional yang bersifat khusus dan
slrategis.

a p &P

BARB IV
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN
FEKON

Pasal 20
Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul dan

lkewenangan lokal berskala Pekon ditetapkan di Pekon
dengan tahapan sebagai berikut :




(1}

2)

3)

(4

(5)

(6)

pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

penyusunan rancangan Peraturan Pemekonar tentang
Penetapan Kewenangan Pekon;
pembalimsan bersama BHP; dan

penetapan Peraturan Pemekonan.
Pasal 21

Pemilihan kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 humf a dilalican dslam forum
Mitayawarah Pekon yang dihadini BHP, Pemerintah
Pekon, Lemmbags Kemasyarakaten Pekon dan unsur
masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} tercin dam :

a. tokoh adat;
b. wkoh agama;

¢. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidik;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok peragin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan
analc dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selaln unsur masyarakat sebagaimana dimmaksud pada
ayat (2), Musyawarah Pekon dapat meilibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat.

Femiliban kewenangan Pekon didasarkan pada Daftar
Kewsnangan Pekon yang telah ditetapkan Bupati.

Kepala Pekon hersama BHP dapat menambah jenis
kewenangan berdasarksan  hak  asel usul  dan
kewenangan lokal berskala Pekon lainnya sesuai
dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi
lokkal Pekon sesuai dengan ketentuen persturan

perundang-undengan.

Hasil Pemilihan kewenangan Pekon sebagaimana
dimaksud pades ayat {4} dan penambahan jenis
kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) dituangkan dalam Derita Acara.




(7) Format Berita Acara schagaimana dimaksud pada ayat
(6) tercantum pada Lampiran [l dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ind.

Pasal 22

{1} Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat {6), Pemerintah Pekon menyusun
Rancangan Peraturan Pemekonan tentang
Kewcnangan Pckon.

(2} Rancanpan Peraturan Pemekonan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wayib dikonsultasikan kepada
masyarakat dan Camat.

Pasal 23

(1} Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2}, Kepale Pekon menyampaikat
Rancangan Peraturan Pemekonan teniang
Kewenangan Pekon kepada BHP untuk dibahas dan
disepakati bersama.

(2} Kewensngan herdassrkan hak asal wusul dan
kewenangan lokal berskala Pekon ditetapkan dengan
Peraturan Pemekonan.

Pasal 24

(1] Peratman Pemiekonan sehagaimena dimaksud pada
Pasal 23 ayat (2) menjadi dasar bagi program, dan
kegiatan DPelton dalam bidang penyelengparaan
Pemerintahan Pekon, pelaksanasn Pembangunen

Cesa, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, dan
Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

(2] Peraturan Pemekonan sehagaimana dimaksud pada
Pasal 23 ayat [2) disampeaikan kepada Bupati dan
disosialisasikan ke masyarakat.

Fagal 25

Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada Pasal
23 ayat {3) dapat ditnjau kembah disesuaikan dengan
kondiai Pckon.

Pasal 26

Penctapan Kewenangan yvang ditugaskan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atan Pemerininh Daerah
Kabupaten kepada Pekon sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf ¢ dan huruf d dilaksanakan Pekon sesuai
Ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB WV
PUNGUTAN PEKON

Fasal 27

(1) Pekon dilarang melakukan punguatan atas jasa layvanan
administrasi yang diberikan kepada masyarakat
Pekon.

(2} Jasa layanan administrasi scbagaimsna dimaksud
pada ayat [1) meliputi:

a. surat pengantar;
b. surat rekomendasi; dan

c. surat keterangeur.
Pasal 28

(1) Pekon berwenang melakukan pungutan aras jasa
usnha seperti pemandian umum, wisata Pelton, pasar
Pekon, karamba ikan, pelelangan ikan, pelaku usaha.

{2} Pekon dapat mengembangkan dan memperoleh bag
hasgil dari usaha bersama antara pemeriniah Pekon
dengan magyarakat Pekon.

(3) Pungutan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus ditctapkan dengan Peramuran
Pemckonan.

Pasal 29

(1) Peraturan Pemckonan tentang Pungutan ditetapkan
oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Hippun Pemekonan.

(2) Rancangan Feramuran Pemekonan teniang Pungutan
harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum
ditetapkan menjadi Peraturan Pemekonan.

(3) Hasil evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
discrahkan olch Bupeti paling lema 20 [dua puluh}
hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan
Peraturan tersebut oleh Bupati.

(4) Dalam hal Bupati tclah memberikan hasil evaluasi
gsebagaimana dimakseud pada ayat (3), Kepala Pekon
wajib memperbaikinya.




ey

{5} Kepala Pekon diberi walktu paling lamna 20 (dua puluh}
hari sgjak diterimanya hasil eveluasi untuk melakukan
korelsi.

{6 Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi
dalam batas waktu secbagaimana dimaksud pada ayat

(5}, Peraturan Pemekonan tersebut berlaltu dengan
sendirinyva.

(7) Rancangan Peraturan Pemeckonan tentang Pungutan
wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Pchon.

(8) Masyarakat Pekon berhak memberikan masukan
tethadap Rancangan Peraturan Pemekonan tentang

Pungutan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Bupati melalkulktan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan dan penataan kewenangan
Prelkon.

(2) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan
dan pelaksanaan kewenangan Pekon, Bupati dapat
melimpahkan tugas kepada Camai.

(3} Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1) melalui:
a. fasilitasi dan kordinasi.
b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Pekon.
¢. monitoring dan evaluasi.
d. dukungan telmis administrasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN
FPasal 31

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan
Pekon dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

¢. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
d. Angpgaran Pendapatan dan Belanja Pekon: dan

e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengilkeat sesnai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasgal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Persturan ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewl.

Di tetapksan di Pringsewn
pada tanggal 3 Aguatus 2017

BUPATI PRINGSEWLI,

dto
SUJADI

Diundangkan di Pringsewua
pada tanggal3 szuzing 2017
SEKRETARIS DAERAH KARIIPATEN PRINGSEWL,

dto
A.BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 ROMOR 50

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




LAMDPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 30 TAHUN 2017

TANGGAL : " Musius 2017

DAFTAR KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

NOQ

BIDANG

URAIAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon

penataan sistem organisasi perangkat Pekon seperti : Kaum, ili-ili, Polisi desa;
pengadaan juny kunci makam, penjaga kantor Pekon;

pengelolean tanah kas Pekon;

pengelolaan tanah bengkok,

penataan janggolan;

fasilitasi legalitas tanah-tanah kas Pekon;

fasilitasi pengadaan tanah kas Pekon;

fasilitasi penyelesaian senghketa tanah tingkat Pekon;

penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan

10. kegiatan lain sesual kebutuhan dan kondisi Pekon.

A L

Pelaksanean Pembangunan Pekon

1. pelestarian budaya gotong-royong : kerigan, ketja bakti, sambatan, bakti sosial;
2. bersih makam; dan
3. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Pekon.




Pembinaan Kemasyarakatan Pelcon

. pembinaan sistern organisasi Kemasyarakatan Pekon: pembinaan paguyuban

warga, pembinaan rembug warga dan rembug Pekon;

. pembingan  (radisi masyarakat; ronds malam, boyongdan, resepsi hajalan,

pengajian;

. pembmaen pelestarian kelompok seni tradisional; dan
. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Pekon.

Pemberdayaan Masyarakat Pekon

. pelestarian tradisi Pekon: bersih Peken, sedeksh bumi, muhludan, rajaban,

likuran, syuran, sya'banan, dan ziarah kubur;

. pelestarian kebudayaan : kuda lumping, sholawatan, janengan, wayangan,

ketoprak, angguk, dan hadroh; dan

. Kepgiatan lain sesual kebutuhan dan kondisi Pekon.

BUPATI PRINGSEWU,

dto
SUJADI




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGOAL 3 Aguaing 2017

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON

BIDANG

URAIAN

Penyelenggaraan Pemerintahan

Peltn

U

10,
11.
12.
13.
14.
15.

penetapan dan penegasan batas Pekon;

pengembangan sistermn administrasi dan informasi Pekon;
pengembangan tata ruang dan peta sosial Pekon;
pendataan dan pengkiasifiikcasian tenaga kerja Pekon;

pendataan penduduk wyang bekerja pade sektor pertanian dan sektor non
pertanian;

pendataan penduduk menurut jumlah pendudule usia kerja, anghkatan kerja,
penicar kerfa, dan tingkat partisipasi angkatan kerija;

pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut
lapangan pekerjaan jenis peketjaan dan status pekerjaen;

pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
penetapan organisasi Pemerintah Pekon:
pembentukan Badan Hippun Pemekonan;
penetapan perangkat Pekon;

Penyelenggaraan musyawarah Pekon,

penetapan Badan Usaha Milik Pekon;

penetapan APBPekon;

penetapan Peraturan Pemekonan;




16,
i7,
18.
19.
40,

21.
22.

23.
29,
23,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32.
33.
34,
35,

penetapan kerja sama antar-Pekon;

pemberian izin penggunean gedung pertemuan atau balai Peken;
pendataan potensi Pekorl;

pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Pekon;

melaporkan Pekon dalam keadasn darurst seperti kejadian bencane, konilik,
rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamenan, dan kejadian luar binse
lainnya dalam sleala Pekon;

pengelolaan arsip Pelon;

penetapan pod keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesual dengan
kebutuhon dan kondisi sosial masyaraleat Peleon;

penyelenggaraan Permnilihan Kepala Pekon;

pembentukan organisasi Pemerintah Pekon;

penyelenggaraan/ Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon;
peningkatan kapasitas perangkat Pekon,

pembentukan dan pengusulan pengangkatan Pengurus BHP,
penetapan Peraturan di Pekon;

pengelolaan Keuangan Pekon;

pengelolaaan Punguien Pelon;

pengelolaan Aset Pekon,

pengelolaan Administrast dan Argip Fekon;

penyelenggaraan Kerjasama antar pekon dan atau dengan pihak ketigs;
pengelolaan sistem informasi Pekon;

pemberian Rekomendasi,




36.
a7.
38,
39.
40.

41.
42,
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49,
0.
51.
S52.
5a.
54,
55,

pengembangan hasil-haasil industri Peicon;

pendataan kependudukan;

pengadaan sarana dan prasarana keamanan Pekon (Pos kamling/gardu):
pembanguinan sarana dan prasarana Kantor Pekon dan Balai Pekon;

pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban masyaraleat

Pekon;

pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian lnar biasa;
pembiayaan dan pembinaan bagi Perlindungan Masvarakat (LINMAS);
penyelenggaraan perencansan pembangunan Pekon;

pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Pekon;
penvelenggarann evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Pekon
sosialisasi peraturan di Pekon;

pengembangan jaringan informasi dan kamunikasi Pekon dan antar Pelkon;
penyusunan profil peleon;

pembentukan dan Fasilitasi Timm Pendata Penduduk Miskin:

pengadean dan pengelolaan Perpustakaan Pekon:

pendataan ketenagakerjaan tingkat Pekon;

fasilitasi penyebarluasan hursa tenaga kerja;

fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;

perlindungan Kelnarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI}; dan

monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Pekon,




Pelaksanaan Pembangunan Pekon

. Pelavanan desar Pekon;

a. pengelolaan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa;

b. pengembangan tenaga keschatan Pekon;
¢. pengelolaan dan pembinaan Posyandu meialui;

ca

© @ e m ok

(1} layanan gizi untuk balita;

(2) pemeriksaan ibu hamil;

(3) pemberian makanan tambahan,

(4) penyuluhan kesehatan;

{3) gerakan hidup bersih dan sehat;
(6) penimbangan bayi; dan

{7) gerakan schet untuk lanjut usis.

pembinaan dan pengawasan pengobatan tradisional;

pemantauan dan pencegahan penyvalahgunaan narkotika dan zat adiktil i
Pekon;

penyuluhan sederhana tenteng penyakit menular dan penyvakit tidak menular,
pengelolaan dana s=hat;

pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (togal;

pengadaan sarana keaschatan tingkat Pekon;

penyelenggaraan upaya promosi kesehatan,

. pemantavan penyalahgunaan narkotika dan zat adiketif di Pekon;

10. fasilitasi Penyelenggaraan Pekon Siaga;
11. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli kesehatan,




i2. pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;

13. pcmbinaan dan pengeclolaan pendidikan anak usia dini;

14. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar scni budaya,;
15. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Pekon;
16. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

17. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan balai latihan/kegiatan Belajas
Masyarakat;

18, fasilitasi Tamen Baceaan Masyarakat;

19. fasilitasi tampat Pendidikan Dasar di Pekon;

20. pendataan pendidikan di Pekon;

21 . bantuan Siswa Miskin:

22. fosilitasi pengembangan seni dan budaye di Pekon;

23. pemantauvan dan pencegahan tndakan lkekerasan terhadap perempuan dan
anak:

24. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
25. pendataan penyandang masalah sosigl dan potensi kesejahteraan sosial;

26. fasilitasi pemberian banman sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Scaial;

27. penanggulangan kemiakinan tingkat Pekon;
28, penetapan penduduk miskin;




2. Sarans dan prasarana Pekon;

v
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pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Pekon;
pembangunan dan pemeliharaan jalan Pekeon;
pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani berskala Pekon;

. pembangunan dan pemeliharaan emb ung Pekon,

pembangunan energi baru dan terbarukan;
pembangunan dan pemeliharaan rumskh ibadah;
pengeiciaan pemakaman Pekon dan petilasan;

. pernbangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkniingan;

pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Pelkon;

. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersicr berskala pokon;
. pembangunan dan pemellharaan lapangan Pekon;

pembangunan dan pemeliharaan taman Pekon,

. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budideys

perikanan,

. sarana dan prasarana produksi di Pekon,

o. fasilitasi pemberiar. bantuan permmugaran rumah tidak layak huni:

. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus

Komunal berskala pekon;
pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pekon;

pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan
Drainase Pekon;

. Pencegahan, penanggulangan dan pasca bencana tingkat Pekon.




Pengembengan ekonomi lokal Pekon;

al
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pembangunan dan pengelolaan pasar Pekon dan kios Pekon;

. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Pekon;

pengembangan usahe mikro berbasis Pekon;

. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Pelton;

pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;

pemmbangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penctapan cadangan
pangan Pekon;

penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Pekon;

pengaturan pelaksanaan pehanggulangan hama dan penyakit pertanian dan
perikanan secara terpadu;

penatapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
pengembangan benih lokal;

pengembangan temak secara kolekti;

pembangunan dan pengelolaan energl mendics;

. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Pekun,

pembangunan dar pengelolaan tambatan perahu;

pengelolaan padang gembala;

pengembarigan wisata Pekon di luar rencena induk pengembangan
pariwisata kabupaten,

balai benih ikan:

pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan

perikanan; dan pengembsangan sistern useha produksi pertanian yang
bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal,
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fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil,
pengelolaan kelompok usaha ckonomi produktif;
fasilizasi permodalan bagi Ussha Mikro Kecil;
penguatan kapasitas kelompok Usaha Mikro Kecil;

. pengembangan Kelembagaaan Petani lokal, pengelolaan jaringan irigasi tingkat

usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Pekon;
pemesyarakatan pupuk organik;

pengembangan lumbung pangan,
fasilitasi modal usaha tani;

aa pembukaan lehan pertanian;

bhb. fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul tenaman pangan, ikan dan ternek;
¢e. pengelolagn hutan Pekon, kecuali hutan Pekon memiliki fungsi khusus;
dd. penghijauan dan konservasi taneh yang disediakan dari kebun bibit Pekon;
¢e. pengetolaan kebun bibit Pekon;

ff,

pémnbangunan, pemanfastan dan pemeliharaan penggilingan padi dan
hambung pangan milk Pekon,;

ER pengadaan, pemanfsaten dan pemeliharaen mesin pakan ternak;
hh. pengadean, pernanfaatan dan pemeliharaan kandang ternak dan instalasi

Ii-

bioges;

pengembangan hasl hutan bukan kayu sesuai peotensi lokal Pekon yang
berlokasi pada hutan rakyat/hutan Pekon/wane wisata Pekon,;

Pengembangan sistern usaha produksi pertanian yang bertumpu pada
sumberdaya, kelembagaan den budaya lokal,




4, Pemaniastan sumberdaya alam dan lingkungan Pekon;

a.

o
C.
d
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1.
i
K.
L.

penghijavan;

. pembuatan terasering;

pemeliharaan hutan Pekon;

. perlindungan mata air;

pembersihan daerah aliran sungai;

pencegahan pencemaran sungai dan lingkungan hidup Pekon,

pemasyarakatan daur nlang sempah

pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap
lingkungan hidup Pekon,

pengaturan, pengendalian, pelestarian ngkungan dan tata guna lahan Pekon;
pengelolaan persampahan & tingkat Pekon,

fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Pekon;

Pengelolaan daerah terbuka hijau;

m. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.

pembinaan kemasyarakatan Pekon

1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah den measyarakat
Pekon;

AL

membina kerukunan warga mesyarakat Pekon;

memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Pekon;
pengelolaan kelompok-kelompok bina-bine keluargs;

fasilitasi ketloutsertaan rumah tangga miskin dalam program keiarga berencana;
pembinean akseptor keluarga berencana;




7.
B,
9.
LD
i1,

fagilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga presejahters;

fasilitast bantuan pelayanan keschatan kelaarga bagi rumah tangga miskin;
pengembangan sarana dan prasarana clahraga Pekon;

fagilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Pekon; dan
penvelenggaraan olahraga tingkat Pekon.

Pernberdayaan masyarakat Pekon

1.
2.

ne

o

i0,

pengembangan seni budaya lokal;

pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembags kemasyarakatan
dan lembaga adat;

fasilitasi kelompok-kelompek masyarakat melalui:

{a) kelompok tani;

{b) kelompok usaha ekonomi produktif,

{c) kelompok seni budaya; dan

(d} kelompok masyarakat dain di Pekon.

pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;

fasilitasi terhadap kelompok-kelompck rentan, kelompok masyarakat miskin,
perempuarn, anak, masyarakat adat, dan difabel;

pengorganisasian melalui pembentukan dan f{esilitesi paralegal untuk
memberikan bantuan hukum kepadea warga masyarakat Pekon;

analisis kemiskinan secara partisipatif di Pekon;,
penyelenggaraan promosi keschatan dan gerakan hidup bersih dan sehat,

pengorganisasian melahil pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat;

peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ckonomi, pertanian, perikenan,
peternakan dan perdagangan;




11. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan
Badan Hippun Pemekonan:

12, Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahragsa;
12. Pelatihan bagi pengurus lembaga kemasyarakatan;
13. pelatihan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
13, Penyuluhan tentang kelnarga berencana;
14. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
{a) kader pemberdayaan masyarakat Pekon;
(b) kelompok usaha ekenomi produktif
(c) kelompok perempuan;
(d) kelompok tani;
() lelompok masyarakat miakin;
() kelompok nelayan;
(8] kelompok pengrajin;
(h) kelompok pemerhati dan perlindungan analk:
(}} kelompoele permuida; dan
(j] kelompok lain sesueai kondisi Pekon.
15 pembentukan dan penguatan kader pamberdayaan masyarakat;
16. pelatihan peningitatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
17 pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anale Pekon;
18, pembentukan dan Fasilitaei forum anak Pelon;
19, permberdayaan masyarakat berbasis gender;

20 pemnberdayaan perlindungan kerban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di
Pekon;

21. pelaksanaan pengarusutamaan gender;




22. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
23. pelatihan pengelolaan obyek wisata milik Pekon; dan
24 pelatihan pelaku usaha di Pekon.

BUPATI FRINGSEWU,

dto
SPTADI




LAMPIRAN IIT ;| PERATURAN DUPATI PRINGSEWLU

NOMOR + 30 pahun 01T
TANGOAL I % Amughig 2017
FORMAT BERITA ACARA

KOP NASKAH DINAS PEMERINTAH FEKON
BERITA ACARA MUSYAWARAH PEKON
TENTANG

HASIL. PEMILIHAN KEWENANGAN PEKON

Pada hari ini tanggal ... ................ bulan ........ceeeiine. tabun

viisisy  bertempat di Balai Peknn ceeeeee. belah
dﬂaksanakan rapat pengkajian dan pemilihan tcrhadap l{ewenanga.n
Pekon di Kabupaten Pringsewu yang dapat dilaksanakan di
Pekon... raveree berdasarkan Feraturan Bupat Pringsewu
Nomeor.. Ta.hun 2017 tentang Kewenangan Pekon Di Keobupaten

Prjngsewu dengan kegiatan sehagai berikout :

A. Materi Rapat
Melakukan pemilihan Kewenangan Pekon di Kabupaten Prngscwu

bherdasarkan  Peraturan Bupati Pringsewa  Nomor .. ...ianggal...
tentang.......... dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan
kebutuhan lokal,

B. Keputusan Rapat
Rincian Kewenangan Pekon....................... adalah sebagai berikut:

KEWENANGAN PEKON
KABUPATEN PRINGSEWILL

A. Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal nsul, melipudi :
a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon,

b. bidang pelaksanaan pembangunan Pekor;

¢. bidang pembinaan kemasyarakatan Pekon; dan

d. bidang pemberdayaan masyarakat Pekon.




Kewenanpan lokal berskala Pekon, meliputi :
1. bidang penyclenggaraan peincrintahan Pekon,

b. bidans pelakasnaan pembangunan Pekors

.......................................

c. bidang pembmaan kemasyarakatan Pekon; dan

d. bida.ng pembcrdayaan masyamkat Pekon.

. Kewenangan yang ditugaskan olch Pemerintah, Pemerintah Dacrah

Provingi atau Pemerintah TDaerah Kahupaten, Kewenangan lokal
berskala Pekon, meliputi Urusan Kenkuren.

. kewenangan lain vang ditugaskan oleh Pemeriniah, Pemerintah Dacrah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, meliputi Urusan Pemerintah Umum
dan Tuges Pembantuan.

Penutap

Rapat pengkajian dan memilih Kewenangan Pekon ocleh Pemerintah

Pekon ........... dan BHP . terhadap kesiapan Pekon
coeor datam rangka melaksanalcen kewenangan Pekon di

Kabupatcn Pringsewu yang pengaluvrannya diserahkan kepada Kepala

Pekon.. Kecarmnatan ... . dihadini aleh Kf‘pﬂlﬂ Pekon,

Pemngkat Pekon dan Anggota BHP di Pekon ............ . sebanyak
.. orang, sebagaimana daftar hadir terla.mpu

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai daszar dalam penetapan
Keputusan BHP .. . sebagai persetujuan BHP kepada Pemenntah
Pekon untuk dltetapka.n dalam Keputusan Kepala Pekon .. -
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlun},ra

KETUA BHP..cooeeeeeeoeeeeeeiny KEPALA PEKON........cccvuei

NAMA JELAS NAMA JELAS

PESERTA YAMG HADIR :

Dst

RIIPATI BANGIEWU,

dto
SUTADI
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